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BAB 1 

 PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dalam pasal 28 H pada ayat 1, ada hak semua warga untuk mendapatkan 

lingkungan yang sehat demi kehidupan yang lebih baik. Kualitas lingkungan 

dapat berkurang dengan semakin bertambahnya volume sampah, timbulan 

sampah dapat mencemari air, tanah dan terjadinya peningkatan emisi gas  metana 

yang berasal dari perubahan struktur sampah organik sehingga terjadi 

pemanasan global yang ditandai naiknya suhu permukaan bumi, selain itu 

meningkatnya risiko penularan penyakit melalui vektor seperti nyamuk dan tikus 

(Julia Lingga et al, 2024).  

Lingkungan merupakan aspek yang lebih penting untuk diperhatikan 

selain aspek sosial dan ekonomi dalam program pembangunan berkelanjutan, 

yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk dapat 

dinikmati oleh generasi penerus, hal ini sejalan dengan program Sustainable 

Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional, 

bertujuan kepada pencapaian kehidupan yang lebih baik (Taufik, 2023). Untuk 

mendukung lingkungan hidup yang berkelanjutan diperlukan kesadaran 

masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kita sendiri 

dan bagi generasi selanjutnya, pembangunan berwawasan lingkungan yang 

berkelanjutan harus mempertimbangkan kebutuhan masa kini tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan 

mereka sendiri, salah satunya dengan menjadi agen perubahan lingkungan 

seperti mengelola sampah dengan benar yang dapat berkontribusi nyata bagi 

lingkungan.  

Keterkaitan antara administrasi publik dengan lingkungan hidup sangat 

erat, administrasi publik berperan dalam menyusun kebijakan dalam konteks 

lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, 
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pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi (Keban, 2014). Dengan kata lain 

administrasi publik merupakan elemen kunci dalam kajian pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan hidup melalui manajemen program, peraturan dan 

kebijakan, sehingga dapat memastikan pembangunan yang sedang dijalankan 

ramah lingkungan dan berkelanjutan.    

Konsep zero waste merupakan pengelolaan sampah di hulu untuk 

meminimalkan sampah yang di buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Canberra menjadi kota metropolitan pertama yang mencapai target zero, disusul 

sejumlah kota besar di dunia seperti Adelaide, San Francisco dan Stockholm 

(Nizar et al, 2018). Negara yang paling sukses dalam penanganan sampah secara 

berkelanjutan adalah Jerman, dengan melakukan daur ulang sampah mendekati 

70% dan 30% sisanya diolah menjadi sumber energi, sehingga tidak ada lagi 

sampah yang dibuang ke TPA (Rahim, 2020), penggunaan teknologi sebelum 

pengolahan sampah lebih lanjut maka sampah harus dipilah secara ideal dari 

Rumah Tangga untuk menjaga kualitasnya sebagai sumber daya terbatas, 

sampah diolah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan dan dapat mengurangi 

volume sampah yang dibuang.    

Di Kawasan Asia Tenggara, Negara Singapura dikenal dengan sistem 

pengelolaan sampah terbaik di dunia, menggunakan teknologi yang maju dan 

menerapkan sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan, 

pengolahan sampah plastik, penggunaan incenerator untuk limbah padat yang 

diawali dengan kegiatan pemilahan sampah di pemukiman. Sampah 

dikumpulkan, dipadatkan, diangkut, dibakar dengan incenerator yang dibuang 

hanya sisa pembakaran, panas dari pembakaran dimanfaatkan untuk pembangkit 

listrik (waste to energy) dan memperkecil jumlah sampah yang dibuang di 

tempat akhir (Paramarta & Sunarno, 2024 ; Nuraini et al, 2016). Dari 

pembakaran itu, selain menghasilkan energi listrik, juga memperkecil volume 

sampah kiriman sampai 95 % (Fatimah, 2009). Sedangkan di Indonesia, salah 

satu keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah saat ini berada di Kabupaten 

Banyumas dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk 
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melaksanakan pemilahan sampah dibantu dengan mesin pemilah sampah 

kemudian dilakukan pengepresan sampah menjadi batako (paving plastik), 

kebijakan selanjutnya menghimbau masyarakat untuk memilah sampah dari 

rumah, jika tidak mau memilah maka wajib berlangganan dengan KSM dan 

membayar retribusi. 

 Keberadaan sampah terus bertambah sebanding dengan pertambahan 

jumlah penduduk dan tingkat kepadatannya (Mariana, 2012; Mulyadin, 2016), 

dari berbagai aktivitas masyarakat dan pola hidup yang konsumtif akan 

menghasilkan sampah, ditambah tidak disertai peran masyarakat dalam 

pengelolaannya sehingga sampah menjadi permasalahan yang saat ini masih 

belum teratasi. Berdasarkan data World Population Review, Indonesia peringkat 

ke 4 jumlah penduduk terbanyak di dunia, mencapai 279.072.446 jiwa (Yonatan, 

2024) dan masuk daftar 5 besar dengan timbulan sampah terbanyak (Ahdiat, 

2023). Sistem pengelolaan sampah di kota kota besar masih menggunakan end 

of pipe solution (kumpul, angkut dan buang). 

Berdasarkan timbulan sampah, DKI Jakarta merupakan salah satu dari 

lima provinsi yang menghadapi masalah sampah setelah Jawa Barat, Jawa Timur 

dan Jawa Tengah, dengan data sebagai berikut : 

Grafik 1.1 : Timbulan Sampah di Lima Provinsi indonesia Tahun 2023 

 

Sumber : SIPSN, 2025 

Berdasarkan data SIPSN (2025) timbulan sampah DKI Jakarta pada tahun 

2022 hingga tahun 2024 berada di urutan nomor empat sebanyak 3.112.381,40 

ton di tahun 2022, volume ini meningkat sebanyak 3.141.650,18 ton pada tahun 

2023 dan meningkat lagi pada tahun 2024 sebanyak 3.171.247,60,  kemudian 
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dari data Dinas Lingkungan Hidup (2024), DKI Jakarta saat ini menghasilkan 

rata-rata 7.000 ton sampah per hari yang pengelolaannya belum dapat maksimal, 

sehingga masih sangat bergantung pada TPA Bantar Gebang, meningkatnya 

tonase sampah di TPA Bantar Gebang telah mencapai ambang batas kritis, 

timbulan pada area dumping site mencapai lebih dari 50 M, pengangkutan 

sampah rata rata menggunakan 1300 truk per hari dengan kondisi sampah belum 

terpilah. 

DKI Jakarta sebagai kota metropolitan dan sebagai pusat pemerintahan, 

masih memiliki permasalahan antara lain pemukiman kumuh, lingkungan, 

transportasi, ketimpangan sosial akibat meningkatnya mobilitas penduduk yang 

masuk dari daerah lain, pesatnya urbanisasi yang diprediksi sebesar 85,9% pada 

tahun 2050 (Reynold, 2024), kepadatan penduduk dan tidak adanya lahan 

sebagai tempat  pembuangan akhir sampah sehingga diperlukan kajian terhadap 

lingkungan. DKI Jakarta rutin mengalami banjir dan masalah persampahan yang 

masih bergantung pada TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang berlokasi di 

Bantar Gebang Kota Bekasi. Selain itu sebagai Kota Global pada peringkat 

diatas 40, harus lebih memperhatikan pada dimensi lingkungan (Mungkasa, 

2023). Slogan Jakarta sebagai Kota Global Berwawasan Lingkungan perlu 

mendapat dukungan kawasan sekitar sebagai daerah penyangga terkait 

ketersediaan air, udara bersih, pengelolaan sampah dan sanitasi karena dasar 

mencapai kota berwawasan lingkungan adalah tercapainya masyarakat 

berwawasan ekologi diantaranya adalah pengelolaan sampah yang tertuang 

dalam komponen perkotaan dan prinsip berwawasan lingkungan (Ervianto, 

2016).  

Terkait dengan Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan, kualitas 

penanganan sampah kota merupakan salah satu indikator tata kelola kota, 

sehingga ditargetkan untuk mengurangi dampak lingkungan perkotaan dengan 

cara mengurangi jumlah sampah. Sebagai Kota Smart City, DKI Jakarta 

mempunyai aplikasi CRM (Citizen Relationship Management) terintegrasi 

dengan kanal JAKI (Jakarta Kini) yang dikelola untuk mengakomodir 
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pengaduan terhadap layanan publik oleh masyarakat termasuk didalamnya 

kategori laporan sampah, yang harus ditangani dalam waktu 1-3 hari. 

Masyarakat terbiasa membuang sampah tidak terpilah dan sembarangan dan ada 

yang kemudian dilaporkan ke CRM dan langsung diangkut oleh petugas, dengan 

demikian masyarakat masih menganggap sampah adalah tanggung jawab 

pemerintah dimana sudah tersedia petugas dan sarana prasarananya. Sebenarnya 

upaya pengurangan sampah dapat ditingkatkan melalui partisipasi warga dalam 

penanganan sampah di sumbernya. Partisipasi dapat ditingkatkan melalui 

edukasi atau sosialisasi yang relevan dengan faktor instrinsik (tingkat 

pemahaman, pengalaman, dan persepsi) warga terhadap pengelolaan sampah. 

agar berjalan lebih efektif (Wangidjaja, 2023). 

Salah satu isu lingkungan utama di Indonesia adalah sampah rumah tangga 

dengan jumlah yang terus meningkat, dan pengelolaannya masih belum optimal 

(Sutalhis & Novaria, 2024). Di TPA Bantar Gebang, timbunan sampah yang 

telah menggunung berpotensi melepaskan gas beracun yaitu metana (CH4) yang 

mudah terbakar ditambah gas karbondioksida (CO2) sebagai hasil pembakaran 

sampah, kedua gas ini bersama gas-gas lainnya menimbul efek rumah kaca dan 

berdampak pada perubahan iklim yang menimbulkan terjadinya bencana seperti 

kekeringan, kenaikan muka air laut, longsor, banjir, meningkatnya kebakaran 

hutan  dan lain lain. Sumber sampah di TPA Bantar Gebang dapat terlihat pada 

grafik berikut : 

Grafik 1.2 : Sumber Sampah di TPA Bantar Gebang 

              Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 
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Dari data diatas, sumber sampah terbesar yang dibawa ke TPA Bantar 

Gebang berasal dari pemukiman penduduk yaitu berasal dari rumah tangga 

sebagai penghasil sampah pertama. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008, salah satu azas pengelolaan sampah yaitu azas kesadaran, 

disini pemerintah mendorong kepedulian dan kesadaran setiap orang untuk 

mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkan, memandang sampah tidak 

hanya sebatas benda yang tidak berguna kemudian dikumpulkan, diangkut dan 

dibuang tetapi memandang sampah sebagai benda yang mempunyai nilai 

ekonomis dan dapat dimanfaatkan kembali bila dipilah dan diolah. Pemilahan 

sampah pada tahap ini sangat penting agar dapat dilakukan proses pengelolaan 

selanjutnya yang dapat diterapkan dengan bantuan teknologi seperti pembuatan 

bijih plastik, paving plastik, RDF (Refuse Derived Fuel) yang semuanya berasal 

dari sampah anorganik.  

Berdasarkan sumber sampah, terlihat komposisi jenis sampah di TPA 

sebagai berikut :  

             Grafik 1.3 : Komposisi TPA Bantar Gebang 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 

Dari data diatas, komposisi sampah terbanyak adalah sampah organik yang 

berasal dari konsumsi rumah tangga seperti sisa sayur, buah dan bahan makanan, 

pengelolaannya dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat, seperti diolah 
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menjadi pupuk, eco enzyme dan bahan makanan bagi magot yang berasal dari lalat 

BSF (Black Soldier Fly). 

Studi tentang pengintegrasian prinsip zero waste dari peraturan nasional 

ke peraturan daerah di Banda Aceh menemukan pemilahan sampah telah menjadi 

perhatian utama dalam kebijakan sampah, namun pemilahannya belum dilakukan 

dengan baik (Nizar et al, 2018). Pemilahan ini sangat penting, karena dari sinilah 

awal mula pengelolaan sampah dapat dilaksanakan, sampah yang sudah terpilah 

memudahkan proses penanganan sampah selanjutnya. Menurut Andina (2019) 

diperlukan suatu lembaga sosial yang berfungsi dalam pengelolaan sampah untuk 

mengatasi kendala pemilahan sampah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga, yang mengatur tugas Bidang 

Pengelolaan Sampah (BPS) dengan salah satu tugas utamanya, memastikan 

terselenggaranya pemilahan sampah dari sumbernya dan berfokus pada partisipasi 

masyarakat, dengan cara melakukan pengurangan sampah melalui  kegiatan 

pemilahan  secara aktif dan mandiri langsung kepada sumber sampah yaitu sampah 

Rumah Tangga. Apabila sampah sudah terpilah maka hanya sampah residu dan 

sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diangkut ke TPA Bantar Gebang, 

akan mengurangi jumlah sampah yang dibuang dan jumlah armada yang dikirim 

lebih efisien. Sampah yang sudah terpilah akan memudahkan proses pengelolaan 

sampah berikutnya seperti sampah material daur ulang (plastik, kertas, logam) dan 

sampah mudah terurai (sisa makanan, sayuran, daun kering dan sebagainya) yang 

sudah terpilah dari Rumah Tangga. Kegiatan pemilahan sampah ini harus didukung 

dengan sarana dan prasarana pengangkut sampah terpilah dari rumah seperti 

gerobak sampah hingga ke tempat pembuangan sampah sementara seperti truk 

sampah.  

Kepadatan penduduk mempengaruhi terjadinya timbulan sampah 

dibuktikan dengan berbagai aktifitas dan kegiatan perekonomian masyarakat 

menghasil barang yang tidak terpakai. Berikut data kepadatan penduduk di DKI 

Jakarta : 
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Grafik 1.4 : Rasio Kepadatan Penduduk Jakarta 

Sumber : kependudukancapil.jakarta.go.id 

Berdasarkan data diatas, penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat yang 

berjumlah 1.109.489 jiwa lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah administrasi 

lainnya, namun kepadatan penduduknya tertinggi sebesar 23.169 jiwa/km². 

Kemudian berdasarkan data dari Suku Dinas Lingkungan Hidup (2025) timbulan 

sampah di Kecamatan Tanah Abang tertinggi kedua setelah Kecamatan Kemayoran 

sebanyak 37,668.68 ton tahun 2023 dan meningkat 48.717.42 ton di tahun 2024. 

Grafik 1.5 Timbulan Sampah per Kecamatan di Jakarta Pusat  

Tahun 2022 -2024 

    Sumber : SIPSN, 2025 
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Implementasi Pergub Nomor 77 Tahun 2020 dilaksanakan pada 50% RW 

prioritas  yang tersebar di seluruh DKI Jakarta sebanyak 1.369 RW dan untuk 

wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, seperti pada tabel berikut : 

 

 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 

Dari data di atas, Kecamatan Tanah Abang yang terdiri dari 7 Kelurahan 

dan 64 RW, mendapatkan 33 RW prioritas yang berasal dari 5 kelurahan yang 

terpilih untuk melakukan pemilahan sampah. Jumlah lebih banyak dibandingkan 

kecamatan lainnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kecamatan Tanah 

Abang mendapatkan penghargaan sebagai Satuan Pelaksana (satpel) Lingkungan 

Hidup terbaik wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Bulan Januari 2023 

terkait rumah memilah, Kelurahan Petamburan penyumbang tertinggi 

dibandingkan dengan kelurahan lainnya sebesar 44,24% untuk jumlah terbanyak 

rumah memilah di Kecamatan Tanah Abang. Selain itu Kecamatan Tanah Abang 

merupakan wilayah padat dengan penduduk yang heterogen, mempunyai kawasan 

Transit Oriented Development dengan sarana transportasi yang terintegrasi 

Tabel. 1.1 

Distribusi Jumlah RW prioritas pemilahan sampah di Jakarta Pusat 

No Kecamatan Jumlah Kelurahan 
Jumlah Kelurahan 

Prioritas 

Jumlah  50% 

RW Prioritas  

1 Gambir 6 5 23 

2 Sawah Besar 5 4 31 

3 Kemayoran 8 3 22 

4 Senen 6 4 22 

5 Cempaka Putih 3 3 26 

6 Menteng 5 3 14 

7 Tanah Abang 7 5 33 

8 Johar Baru 4 4 20 
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sehingga dapat menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik yang 

terhubung dengan mudah. Adanya kegiatan perekonomian yang didukung oleh 

Pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara sehingga 

pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan konsumsi serta produksi barang dan jasa 

yang mempengaruhi timbulan sampah. Berikut data timbulan sampah per 

Kelurahan di Kecamatan Tanah Abang.  

Tabel 1.2  

Timbulan Sampah di Kecamatan Tanah Abang Tahun 2023 

 

Sumber : kependudukancapil.jakarta.go.id dan Suku Dinas Lingkungan Hidup  

Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024  

 

Dari 7 (tujuh) kelurahan yang berada di Kecamatan Tanah Abang, 

Kelurahan Petamburan memiliki jumlah penduduk terbanyak, terpadat dan 

timbulan sampah terbesar dibandingkan dengan kelurahan lainnya, dengan bonus 

demografi tersebut sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Peneliti 

tertarik untuk meneliti implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 

Tahun 2020 di Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang yang mendapatkan 

penghargaan Satuan Pelaksana terbaik dan RW 11 Kelurahan Petamburan pernah 

mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Bidang Pengelolaan Sampah terbaik 

pada Tahun 2022, namun dari observasi awal penelitian tidak terlihat kegiatan 

pemilahan sampah di pos RW tersebut dan sampah masih tercampur di armada 

pengangkutan sampah. Kelurahan ini merupakan pemukiman padat penduduk, 
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kumuh dan banyaknya sampah yang tercecer maupun liar kemudian terbawa hujan 

sehingga mempersempit kapasitas saluran  pembuangan (drainase), menjadikan 

Kelurahan Petamburan  kerap terjadi banjir baik siklus 5 tahunan maupun tahunan 

(Oktariza, 2023; Henny Sudjatmiko, M.Bisri 2016; Immamuddin & Wibowo, 

2019). Selanjutnya berdasarkan data dari Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup 

Kecamatan Tanah Abang (2025) jumlah sampah yang diangkut dari TPS Kelurahan 

Petamburan tahun 2023 sebanyak 5,475.88 ton dan 5,330.88 ton pada tahun 2024. 

Berikut kondisi armada pengangkut sampah di Kelurahan Petamburan :  

Foto 1.1 : Kondisi Sampah dalam Pengangkut Sampah 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

      Sumber : Diolah peneliti, 2024 

 

Dari foto di atas, gerobak sampah dan truk pengangkut sampah masih 

mengangkut sampah yang tercampur, hal ini mengindikasikan belum optimalnya 

kegiatan pemilahan sampah pada sumbernya yaitu tataran rumah tangga. 

Kemudian dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur  DKI Jakarta 

Nomor 77 Tahun 2020 dan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang  

penyelesaian isu prioritas terkait isu persampahan, diatur pengangkutan sampah 

terjadwal pada RW Prioritas yaitu 50% RW yang ditunjuk dan telah diberikan 

sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Adapun jadwal pengumpulan sampah 

yang dimaksud sebagai berikut :  
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     Sumber : Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 

 

Namun dari observasi awal penelitian, jadwal pengangkutan sampah 

belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan, gerobak-gerobak sampah yang 

berada di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di lingkungan RW dan truk 

pengangkut sampah masih mengangkut sampah yang masih tercampur. Seharusnya 

petugas gerobak melakukan penjemputan sampah ke rumah warga sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan dan memeriksa jenis sampah, jika tidak sesuai dengan 

jadwal  maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan (Peraturan 

Gubernur Nomor 77 Tahun 2020). Kegiatan pemilahan sampah oleh warga baru 

memilah sampah an organik yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat 

dimanfaatkan kembali, sedangkan untuk pemilahan dan pengelolaan sampah 

organik belum ada kegiatannya sehingga masih banyak sampah yang harus 

diangkut ke tempat pembuangan akhir.  Untuk mendukung kegiatan pengelolaan 

sampah organik dan anorganik secara berkelanjutan diperlukan suatu lokasi 

pengelolaan sampah yang disebut TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, 

Reuse dan Recycle), lokasi ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana termasuk 

pengolahan sampah anorganik dan organik.  

Di bawah ini data lokasi TPS dan TPS 3R di Kecamatan Tanah Abang : 

 

Tabel 1.3 : Jadwal Pengumpulan Sampah 

    
HARI JENIS SAMPAH 

Senin Sampah mudah terurai, residu 

Selasa Sampah mudah terurai, residu sampah material daur ulang 

Rabu Sampah mudah terurai, residu, sampah B3 

Kamis Sampah mudah terurai, residu 

Jumat Sampah mudah terurai, residu 

Sabtu Sampah mudah terurai, residu 

Minggu Sampah mudah terurai, residu 
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Tabel 1.4 : Data TPS dan TPS 3R di Kecamatan Tanah Abang 

NO Kelurahan  TPS TPS 3R 

1 Bendungan Hilir 4 0 

2 Karet Tengsin 4 0 

3 Kebon Kacang 6 0 

4 Kebon Melati 3 0 

5 Petamburan 3 0 

Sumber : Satpel Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Tanah 

Abang tahun 2024 

Dari data diatas, Kecamatan Tanah Abang termasuk Kelurahan 

Petamburan belum mempunyai TPS 3R yang dapat dijadikan lokasi pengelolaan 

sampah terpadu dengan prinsip Reduce, Reuse dan Recycle sehingga tidak ada 

tempat untuk pengelolaan sampah khususnya sampah organik oleh masyarakat. 

Dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga, pemerintah memfasilitasi peran 

masyarakat yang dinamakan BPS (Bidang Pengelolaan Sampah) yang berada di 

struktur kepengurusan RW dan sudah terbentuk sejak tahun 2021 di setiap RW di 

DKI Jakarta. BPS merupakan sebuah bidang tersendiri dengan bantuan 2 (dua) 

seksi, dalam menjalankan tugasnya, setiap seksi di BPS memiliki anggota minimal 

2 (dua) orang, baik seksi operasional maupun seksi sosialisasi  dan pengawasan. 

Disini terlihat betapa besarnya peran BPS RW dalam melaksanakan pengelolaan 

sampah agar terciptanya lingkungan pemukiman yang bersih, berkualitas dan dapat 

meningkatkan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil rapat pembahasan 

pengurangan sampah dari sumber di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang terkait 

dengan implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 pada 

tanggal 3 Juni 2024 di ruang rapat Subbanpeda Walikota Kota Administrasi Jakarta 

Pusat, membahas ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berperan menjadi BPS 

di setiap RW dan yang menjadi kendala yaitu BPS yang tidak aktif, berikut 

undangan rapat tersebut : 
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Gambar 1.1 : Undangan Rapat Pembahasan Pengurangan Sampah  

  dari Sumber  

Sumber : Kelurahan Petamburan, 2024 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pokok permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Timbulan sampah Kelurahan Petamburan sebesar 5 ton per tahun yang 

diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir 

2. Pengangkutan sampah belum berjalan sesuai jadwal  

3. Kondisi sampah yang diangkut petugas masih tercampur 

4. Belum ada pengelolaan sampah organik 

5. Tidak ada lokasi untuk pengelolaan sampah terpadu 

6. Masyarakat menganggap sampah adalah tanggung jawab pemerintah 

7. BPS RW yang tidak aktif dalam menjalankan peran dan fungsinya 

8. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 77 belum berjalan dengan optimal  

C. Rumusan Permasalahan   

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah penelitian 

antara lain : 

1. Mengapa implementasi Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan sampah lingkup RW di Kelurahan Petamburan belum optimal? 
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2. Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Gubernur 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan 

Petamburan? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi indikator yang menyebabkan implementasi Peraturan 

Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan 

Petamburan belum optimal 

2. Merumuskan strategi optimalisasi implementasi Peraturan Gubernur Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Petamburan 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi DKI Jakarta sebagai informasi yang dapat dijadikan dasar dalam 

merumuskan dan memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah lingkup Rukun 

Warga agar lebih efektif dan tepat sasaran serta bagi lokus penelitian (Kelurahan 

Petamburan) melalui saran dan rekomendasi dari hasil penelitian dapat 

mengidentifikasi strategi yang efektif dalam implementasi Peraturan Gubernur 

DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020. 

2. Manfaat Akademik 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam mengembangan ilmu 

pengetahuan tentang Manajemen Kebijakan Publik, khususnya dalam 

implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah dan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di Bab IV tentang  

implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga studi di Kelurahan 

Petamburan, diantara indikator teori Edward III yang sudah berjalan optimal 

adalah kejelasan pesan dan informasi. Namun indikator lainnya yang belum 

berjalan optimal yaitu transmisi komunikasi, konsistensi, sumber daya 

manusia, fasilitas, staf birokrasi, insentif dan fragmentasi. Strategi yang 

dijalankan untuk mengatasi indikator yang belum optimal yaitu 

menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis secara berkelanjutan, 

melaksanakan pelatihan soft skill, membentuk tim pendukung BPS RW 

dengan melibatkan unsur kader, karang taruna, pengurus RW dan ketua RT, 

menyusun jadwal rutin untuk pembuatan komposter mandiri yang 

dilaporkan setiap bulan,  memfasilitasi penyediaan drop box untuk sampah 

anorganik, melaksanakan pendampingan yang tuntas oleh Dinas 

Lingkungan Hidup, melaksanakan monitoring, pemantauan dan evaluasi 

berkala terhadap pendampingan pengelolaan sampah, melaksanakan 

penegakan Peraturan Daerah secara ketat melalui penerapan sanksi, 

mengusulkan alokasi anggaran operasional khusus bagi BPS RW,  

menyusun Standar Operasional Prosedur, melakukan pemantauan terhadap 

laporan bulanan operasional RT RW, kolaborasi dengan Sudin PPKUKM 

untuk memasarkan produk daur ulang dan pupuk kompos dan kerjasama 

CSR dalam upaya mendukung kegiatan pengelolaan sampah. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran agar strategi 

implementasi Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
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Pengelolaan Sampah di Kelurahan Petamburan dapat lebih optimal sebagai 

berikut : 

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  

a. Meneruskan usulan penyediaan alokasi anggaran khusus bagi BPS 

RW pada rapat anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan 

sampah di lingkup Rukun Warga. 

b. Perlu dipertimbangkan memperluas program pelatihan pengolahan 

sampah organik (kompos dan magot) dengan pendampingan yang 

berkesinambungan pada wilayah padat yang tidak mempunyai tempat 

pengolahan sampah (TPS 3R). 

c. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah terhadap kinerja BPS RW, program 

pendampingan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan 

sampah. 

d. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dengan Dinas PPKUKM dalam 

mendukung pelatihan dan akses pemasaran produk daur ulang dan 

kompos sehingga berperan dalam penurangan timbulan sampah.  

2. Kelurahan Petamburan  

a. Perlu dilakukan sosialisasi secara rutin, terjadwal dan berkelanjutan 

kepada masyarakat dengan metode langsung dan tidak langsung agar 

pesan Peraturan DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

pengelolaan sampah lingkup rukun warga tersampaikan secara luas 

dan mudah dipahami untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran 

masyarakat dalam pengelolaan sampah. 

b. Memperkuat tim pendukung BPS RW dengan melibatkan unsur 

kader, karang taruna, pengurus RW dan ketua RT dengan Surat 

Keputusan Lurah, membuat SOP dan melaksanakan bimbingan teknis 

rutin setiap bulan. 

c. Memfasilitasi drop box sampah anorganik dengan mengajukan 

kegiatan pada anggaran APBD dan bekerjasama dengan pihak swasta 
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(CSR) maupun program pengabdian masyarakat dari Perguruan 

Tinggi. 

3. Masyarakat 

Disarankan berpartisipasi aktif dalam mendukung perubahan paradigma 

baru pengelolaan sampah dengan cara pemilahan sampah dari rumah 

tangga agar pengurangan dan penanganan sampah dapat tercapai. 

4. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian produk daur ulang 

dan kompos sebagai komoditas koperasi sebagai salah satu indikator 

untuk mengukur dampak implementasi pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat pada Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kota 

Administrasi Jakarta Pusat. 

Peneliti berharap saran ini dapat dijalankan oleh masing – masing unsur  

pelaksana sehingga implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga dapat 

berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan. 
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